
n t

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR TAHUN 2O2I

,ih"o*o
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI

DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWORF^'O TAHUN ANGGARAN 2O2I

KEPADA WARGA MASYARAKAT KELURAHAN DI KABUPATEN PURWORRIO
YANG TERDAMPAK COROJVAIZIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWORE.IO,

Menimbang a. bahwa Coronouirus Disea,se 2019 telah
menimbulkan gangguan kesehatan, kerugian
material serta dampak sosial dan kesejahteraan
masyarakat, termasuk warga masyarakat kelurahan
di Kabupaten Rrrworejo;

b. bahwa untuk menanggulangt dampak sosial
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah
Kabupaten Purworejo akan memberikan bantuan
sosial tunai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purworejo Tatrun Anggaran 2O2l
kepada warga masyarakat kelurahan di Kabupaten
Purworejo yang terdampak Cotonnuirus Disea.se
2019;

c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan
pedoman dalam pemberian bantuan sosial tunai
sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu
pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b,dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Bantuan Sosial Tunai dari Anggar.an Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
Anggaran 2O2L kepada Warga Masyarakat
Kelurahan di Kabupaten Purworejo yang terdampak
Coronauints Di"sease 2 O 1 9;
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Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Djawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 66,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Ke{a (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008
tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8
Nomor 43, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun
2O2O tentang Percepatan Penanganan Coronauirus
Di.sease 2019 (Beita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 249);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5
Tahun 2OLS tentang Sistem Penanggulangan
Bencana di Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2015 Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
BeLanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
Anggaran 2O2l (Lembaran Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2020 Nomor 13);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 15);
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12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2O2O
tentang Percepatan Penanganan Cotonauints
Di,sea.se 2019 di Kabupaten Purworejo (Berita
Daerah Kabupaten PurworejoTahun 2O2O Nomor
27), sebagei64p telah diubah dengan Peraturan
Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2O2O tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor
27 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan
Corcnauirus Diseose 2019 di Kabupaten Purworejo
(Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020
Nomor 29);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
SOSIAL TUNAI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN
ANGGARAN 2O2I KEPADA WARGA MASYARAKAT
KELURAHAN DI KABUPATEN PURWORE..IO YANG
TERDAMPAK COROIVAYIRUS DISEASE 20 1 9.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupa.ti sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah

yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang sosial.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan di Kabupaten

Purworejo sebagai perangkat Kecamatan.
6. Kepala Kelurahan, yang selanjutnya disebut Lurah, adalah pegawai

Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk memimpin Kelurahan.
7. Bantuan Sosial Tunai dari Anggaran dan Belanja

Daerah kepada Warga Masyarakat kelurahan di Kabupaten
Purworejo yang Coronauins Disea,se 2O79, yang

Sosial Tunai, adalah pemberianselanjutnya disebut Bantuan
bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada warga
masyarakat Kelurahan di wilayah Kabupaten Purworejo yang
terdampak langsung Cotonavirus Di,sease 2O19 yang bertujuan
untuk melindungi dari kemungkinan teq'adinya risiko sosial.



8. Warga Masyarakat Kelurahan adalah Warga. Negara Indonesia yang
tercatat sebagai penduduk Daerah dan bertempat tinggal tetap di
wilayah Kelurahan.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

lO. Coronauirus Disease 2O19, yaurrg selanjutnya disebut Covid-79,
adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Seuere Aante
Respiratory Sgndrome-Corona Virus-2.

ll.Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD,
adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunalan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada
bank yang ditetapkan.

12. Bank Penyalur adalah bank yang ditunjuk dan ditetapkan untuk
menyalurkan Bantuan Sosial Tunai dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kepada Warga Masyarakat Kelurahan di Kabupaten
Purworejo yang terdamp ak Coronavirus Disease 2079.

13. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut, Kuasa
BUD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.

14. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah,
yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD, adalah pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas.

15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungiawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangfta pelaksanaan APBD pada Dinas.

16. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya
disingkat SPP-LS, adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak
keriga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja
lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan
dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

17. Surat Perintah Membayar langsung, yang selanjutnya disingkat
SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SP2D
atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
kepada pihak ketiga.

18. Surat Perintah Pencairan Dana langsung, yang selanjutnya
disingftat SP2D-LS, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah
berdasarkan SPM-LS.

l9.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Muflak, yang selanjutnya
disingkat SPTJM, adalah pernyataan yang diterbitkan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) yang memuat jaminan atau pernyataan
bahwa seluruh pengeluaran telah dihitung dengan benar dan
disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila
terdapat kelebihan atau selisih pembayarannya.



20. Rekening Vir-tual Awttnt adalala akun rekening virtual atau
rekening bank tidak nyata berbentuk sejumlah nomor identilikasi
yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI

Pasal 2

(l) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Sosial Tunai kepada
Warga Masyarakat Kelurahan yang terdampak Couid-t9.

(2) Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan kepada Warga Masyarakat Kelurahan dengan kriteria:
a. Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Daerah

dan bertempat tinggal tetap di Kelurahan yang dibuktikan
dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);

b. terda.ftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Kementerian Sosial Republik Indonesia pada saat pengusulan;
dan

c. tidak menerima jaring pengaman sosial atau bantuan sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Jawa Tengah pada tahun 2021.

(3) Dalam hal penerima Bantuan Sosial Tunai telah menerima bantuan
jaring pengaman sosial atau bantuan sosial dalam rangka
penanganan Coud-lg yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Jawa Tengah, tidak dapat diusulkan untuk
menerima Bantuan Sosial Tunai periode berikutnya.

BAB III

PENDATAAN CAI.ON PENERIMA BANTUAN SOSIAL TUNAI

Pasal 3

(1) Dinas melakukan pendataan dan verifikasi terhadap Warga
Masyarakat Kelurahan calon penerima Bantuan Sosial Tunai.

(2) Pendataan sebqgiaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan usulan dari Lurah yang diketahui camat.



(3) Verilikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan
terhadap usulan dari Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh kepala Dinas.

(4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan
dalam berita acara dan menjadi dasar penetapa.n Keputusan Bupati
mengenai penerima dan besaran penerimaan Bantuan Sosial Tunai.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 4

(1) Pemberian Bantuan Sosid Tunai kepada Warga Masyarakat
Kelurahan yang terdampak Couid-l9 dianggarkan dalam APBD
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2O2l yang dialokasikan
pada Dinas.

(2) Pemberian Bantuan Sosial Ttrnai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibiayai dari anggaran belanja bantuan sosial.

BAB V

PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL TUNAI

Pasal 5

(l) Pencairan dana untuk pemberian Bantuan Sosial Tunai dilakukan
oleh kepala Dinas berdasarkan Keputusan Bupati mengenai
penetapan penerima dan besaran penerimaan Bantuan Sosial Tunai
disertai kelengkapan administrasi berupa:
a. surat pengantar permohonan pencairan Bantuan Sosial Tunai;
b. Keputusan Bupati tentang Penetapan, Penerima dan Besaran

Penerimaan Bantuan Sosial Tunai;
c. Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Verifikasi

Evaluasi dan Monitoring Bantuan Sosial Tunai;
d. berita acara evaluasi dan verilikasi permohonan Bantuan Sosial

Tunai;
e. surat rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD dari kepala

Dinas perihal jumlah penerima Bantuan Sosial Tunai; dan
f. daftar Rekening Virlnl Acount atas nama penerima Bantuan

Sosial Tunai yang diterbitkan oleh Bank Penyalur.

(2) Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Penyerliaan Dana dan
Keputusan Bupati mengenai penetapan penerima dan besaran
penerimaan Bantuan Sosial Ttrnai menerbitkan SPP-IS dilengkapi
dengan dokumen, meliputi:



a. surat pengantar SPP-LS;
b. ringkasan SPP-LS; dan
c. rincian SPP-LS.
d. dokumen sglegaiman4 dimaksud dalam ayat (1).

(3) Penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

(4) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
telah lengkap dan sah, kepala Dinas menerbitkan SPM-LS.

BAB VI

PEI.IYALURAN

Pasal 6

(5) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak lengkap dan/atau tidak sah, PPK-SKPD mengembalikan
dokumen SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilengkapi
atau dibetulkan/ diganti.

(6) Kepala Dinas menyampaikan SPM-IS kepada Kuasa BUD untuk
penerbitan SP2D dengan dilengkapi dokumen yang meliputi:
a. surat pengantar SPP-LS;
b. ringkasan SPP-LS;
c. rincian SPP-LS dan dilampiri dengan salinan SPD;
d. pernyataan SPM-LS;
e. SPTJM;
f. Keputusan Bupati mengenai penetapan penerima dan besaran

penerimaan Bantuan Sosial T\.rnai.

(7) Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM-LS, jika dinyatakan lengkap,
maka Kuasa BUD menerbitlan SP2D paling Lambat 2 (dua) hari
kerja sejak peng4juan SPM-LSI diterima.

(8) Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada bank penyimpan RKUD
untuk disalurkan ke penerima Bantuan Sosial Tunai.

(l) Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Virtual Awunt masing-
masing penerima Bantuan Sosial Tunai melalui rekening
penampung Bank Penyalur.

(2) Bank Penyalur selagaimana dimaksud pa.da ayat (1) adalah
Perusahaan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Cabang Purworejo.



(3) Bank Penyalur menyampaikan pemberitahuan penyaluran Bantuan
Sosial Tunai ke Rekening Virtual Awunt masing-masing penerima
Bantuan Sosial T\rnai kepada kepala Dinas.

(4) Berdasarkan pemberitahuan dari Bank Penyalur sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kepala Dinas
pemberitahuan penyaluran Bantuan Sosial T\rnai ke masing-masing
penerirna Bantuan Sosial Tunai kepada Lurah dengan tembusan
disampaikan kepada Camat.

(5) Berdasarkan pemberitahuan dimaksud pada ayat (4)
Lurah membuat surat pengantar pencairan Bantuan Sosial Tunai
untuk masing-masing penerima Bantuan Sosial Tunai yang
memuat paling sedikit:
a. nama dan Nomor Induk Kependudukan penerima Bantuan

Sosial Tunai;
b. nomor Rekening Virtual Acmunt, darr
c. besaran Bantuan Sosial Tunai.

(6) Penerima Bantuan Sosial Tunai mencairkan dana Bantuan Sosial
Tunai ke Bank Penyalur dengan menyerahkan asli surat pengantar
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan menunjukkan Kartu
Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

(7) Waktu penyaluran dan pencairan Bantuan Sosial Tunai ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1) Dalam hal penerima Bantuan Sosial Tunai meninegal dunia,
Bantuan Sosial Tunai disalurkan dan diterimalan kepada ahli
waris penerima Bantuan Sosial Tunai yang bersangkutan.

(2) Penyaluran dan penerimaan Bantuan Sosial Tunai kepada ahli
waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
a. asli surat pengantar pencairan Bantuan Sosial Tunai

selagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5);
b. fotokopi surat keterangan kematian atau akta kematian yang

dilegalisir pejabat yang benrenang;
c. fotokopi surat keterangan ahli waris dari Lurah yang dilegalisir

oleh pejabat yang berwenang; dan
d. fotokopi kartu keluarga.

(3) Dalam hal penerima Bantuan Sosial Tunai meninggal dunia dan
tidak memiliki ahli waris, Bantuan Sosial Tunai tidak disalurkan
dan disetorkan kembali ke RKUD.

(4) Penyetoran kembali Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan oleh Bank Penyalur berdasarkan perintah
tertulis dari Dinas.



Pasal 8

(1) Penyaluran Bantuan Sosial T\rnai dilakukan untuk jangka waktu 1

(satu) tahun anggaran.

(2) Besaran Bantuan Sosial Tunai ditetapkan eebesar Rp3.6OO.0O0,-
(tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap penerima Bantuan
Sosial Tunai.

(3) Penyaluran Bantuan Sosial T\.rnai sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, terdiri atas:
a. tahap pertama sebesar Rp1.800.OOO,OO (satu juta delapan ratus

ribu rupiah) untuk setiap penerima Bantuan Sosial Tunai yang
disalurkan paling cepat bulan Juli 2O2L dan paling lambat
bulan September 2021; dan

b. tahap kedua sebesar Rp1.8OO.OOO,OO (satu juta delapan ratus
ribu rupiah) untuk setiap penerima Bantuan Sosial Tunai yang
disalurkan paling cepat bulan Novembr 2021 dan paling
lambat bulan Desember 2021.

Pasal 9

(1) Dafam hal penerima Bantuan Langsung Tunai yang telah
ditetapkan dalam Keputusan Bupati mengenai penerima dan
besaran penerimaan Bantuan Sosial Tunai terdaftar sebagai
penerima bantuan jaring pengaman sosial,atau bantuan sosial
dalam rangka penanganan Couid- 19 yang yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, penerima
Bantuan Langsung Tunai yang bersangkutan harus memilih 1

(satu) program jaminan pengaman sosial yang dituangkan dalam
surat pernyataan bermeterai cukup.

(2) Dalam penerima Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah menerima penyaluran Bantuan Sosial Tunai dan
menyatakan memilih sebagai penerima bantuan jaring pengaman
sosial,atau bantuan sosial dalam rangka penanganan Covid-l9 yang
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Tengah, Bantuan Sosial Tunai yang telah diterima harus
dikembalikan ke RKUD yang difasilitasi oleh Dinas.
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BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Pertanggungiawaban pemberian Bantuan Sosial Tunai dibuktikan
dengan:
a. Keputusan Bupati mengenai penetapan penerima dan Besaran

penerimaan Bantuan Sosial Tunai;
b. pemberitahuan pencairan Bantuan Sosial Tunai dari Dinas ke

masing-masing penerima Bantuan Sosial Tunai kepa.da Kelurahan
dengan tembusan kepada Camat; dan

c. daftar penyaluran Bantuan Sosial Tunai dari Bank Penyalur ke
Rekening Virfinl Accaunt masing-masing penerima Bantuan Sosial
T\rnai yang disahkan pejabat yang berwenang pada Bank penyalur.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

(1) Kepala Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian
Bantuan Sosial Tunai.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepaa Bagian di
lingkungan Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo yang
menangani administrasi pembangunan.

(3) Kepala Dinas dapat membentuk tim untuk mendukung
pelaksanaan monitoring dan evaluasi selagaimana dimaksud pada
ayat ayat ( 1).

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



\r -.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal

B ORE'O,,

feous BASTIAN4

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH ATEN PURWORE.IO

(seto RoMADHoN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN NOMOR SERI NOMOR

KAf,UP
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